PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG

PAJAK HIBURAN

Q
DENGAN RAHMAT TUHA MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUM]I, @
Menimbang : a. bahwa untuk lebi tim &h satu sumber Pendapatan
Asli Daerah me munguta jak daerah dan dengan telah
i -Und

apg Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Q™ Retrib rah yang ditindaklanjuti dengan
tah N 5 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
telah ditetapkan dengan Peraturan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

m u membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak

dang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daérah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

engah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

oxal/14 Agustus 1950);

2. ang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3684);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repuklik TRgonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negart

% gsia Nomor
3686) sebagaimana telah diubah deng

darg/ Nomor 19
Uhdang \@nor 19 Tahun
k mbaran Negara
p ahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 @g Keuangan Negara
(Lembaran Negara Re Indones un 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran N publi esia Nomor 3851);

1997 tentang Penagihan Pajak
Republik Indonesia Tahun
Negara Republik Indonesia N

%

7. Undang-Undang N
(Lembaran N donesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lemb egara Regudlik Indonesia Nomor 4355);

@Z Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
% publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
amkahs ofpba Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
£ gg ana eberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

g Nomor—12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
dang- ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

embara egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
@Tamk@embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

0.U -Uhdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

an antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembdran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan .....



Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Raerah Kota Sukabumi
Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi N un_2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Lemb aerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tam Lemba aerah Kota

Sukabumi Nomor 4);

<

16. Peraturan Daerah Kota SuKabtmizxMNoOmor 7 n 2007 tentang
Pengundangan Peraturan éan (Lembaran Daerah

Kota Sukabumi Tahun 2007
17. Peraturan Daerah Kot abumi Nomg Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintaha 0 Suka% embaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2008 r2);
18. Peraturan Da ahSukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukang wéunan Qfganisasi Perangkat Daerah Kota

Sukabumi @Daerah ukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
enga ujuan Bersama

DEWA@AKILA NRAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

@ < i &{ MEMUTUSKAN :

&RATU DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

@@@

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
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4. Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang
membidangi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi/Lembaga Teknis
Daerah yang membidangi pendapatan daerah Kota Sukabumi.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank
Jabar Cabang Sukabumi atau Bank lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu\di bidang perpajakan

Daerah sesuai dengan peraturan perunda n yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan odal @ erupakan
kesatuan baik yang melakukan usa q yang tidak/melakukan
usaha yang meliputi perseroan terb yrsevoapkom@nditer, Badan
Usaha Milik Negara atau Dagra nam dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, k i pensfun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organ
organisasi yang sejenis, lembaga
lainnya.

ag isasi sosial politik, atau

pr @p, dan bentuk badan

8. Pajak Daerah adalah i wajib y3 kukan oleh orang pribadi
atau badan kepada PaerqdNanpa/ifipdlan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksrdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, digdnakan fgntuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan,Da¢ n pembéﬁ%man Daerah.

9. Hiburan ad ua je rtunjukan, permainan, permainan

a
ketangkasafl ,damy{atau kn dengan nama dan bentuk apapun,
i inyi oleh setiap orang dengan dipungut

‘ gfau dinikma
bayaran{tidaktérmasu gunaan fasilitas untuk berolahraga.
10. Pgjak N Ag 4 njutnya disebut Pajak adalah pajak atas
enye 11K .
ibufan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang

iburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau
tuk day/ gfas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

13. Pengunjung  adalah setiap orang yang menghadiri dan
mempergunakan fasilitas serta menikmati hiburan.

14. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan
bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan,
atau menikmati hiburan.

15. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah harga
atau nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk
menonton, menggunakan, atau menikmati hiburan.

16. Wajib .......



16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu.

17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)
bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang la
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan g
dengan tahun takwim.

atu) tahun takwim
yang tidak sama

19. Pajak Terutang adalah Pajak yang ha @1 bayat pada s¢atu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pgjak \a dalam Tahun Pajak

menurut ketentuan perat pprundang-undahgan perpajakan

daerah. 2
20. Pembayaran adalah jumlah yang diterim&@tQd seharusnya diterima
aQy’Jdan/atau jasa sebagai

Terutang sa an pena Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan tgxannya.

22. Surat Pem}pei2 an Paja%ah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah sagrat yYang ole 'b Pajak digunakan untuk melaporkan
odn, dan/ata

21. Pemungutan adal atu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpuna < dan s%k1 Pajak, penentuan besarnya Pajak

gmbayaran Pajak, objek Pajak dan/atau
AJau harta dan kewajiban, menurut ketentuan

ajak, d
erund rdangan perpajakan daerah.

23. btat Setoran (Rajakl PDaerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
ang oleh 1b Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran

au pen an Pajak Terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
ain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

bayd
4 Suraan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
su etetdpan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.

25. Sgetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah
yang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

27.Surat .......



27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar
dari pada Pajak Terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak

sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atqu Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjyaya gkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak -@ au sa dministrasi
berupa bunga dan/atau denda.

30. Surat Keputusan Pembetulan Sur tusan yang
ah), kesa

membetulkan kesalahan pen ahan p gan, dan/atau
kekeliruan dalam penerapafp (keteptpan tertentd” dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan~dagrah ya@(dapat dalam SKPD,

SKPDKB, SPKDKBT, SKPDLB, S N, da /
31. Penyidikan tindak pi b bid ajakan daerah adalah

serangkaian tindakan y i akuk@K Penyidik Pegawai Negeri

Sipil yang selanjuty divingka yidik, untuk mencari serta
mengumpulkan  bu @ dengan ti tersebut membuat terang
tindak pidana Didafig perpgjakan daerah yang terjadi serta
menemukan ya.

32. Juru Sita Pajak lah yang ditunjuk untuk melakukan
penyitaan A#A mep guasai% atau harta Wajib Pajak guna dijadikan
jaminan Atk phelunasi g Pajak menurut ketentuan perundang-

undang e berlal@
% g& BAB I
@ A, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

& @ Pasal 2
ngan Pajak Hiburan, dipungut Pajak atas setiap jasa
enyefendgardan Hiburan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut
bayaran.

(2) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. Tontonan Film/Bioskop;
b. Pagelaran Musik;

c. Pagelaran .......
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(3) Tidak termasuk objek Pajak
tidak dipungut bayaran.

@salél %
(1) Subjek Pajak adal g

(2) Wajib Pajak 4
Hiburan.

. Permainan Ketangkasan;

-7

Pagelaran Kesenian/Tari/Drama;
Kontes Kecantikan;
Kontes Binaraga;
Diskotik;

Karaoke;

Klub Malam,;

Sirkus/ Akrobat/Sulap;
Permainan Bola Billiard;
Pacuan Kuda;

Balap Kendaraan;

Panti Pijat/Refleksi;
Mandi Uap (Sauna)/Spa; dan
Pertunjukan/Pertandingan Qkh

lalab

prib

DutLan.

ng pri

@ BABIII

&

Pasal 5

Pasal 6

D

a

S

S
%@

penyelepgoaraan Hiburan yang

gtau badan yang menonton

;au badan yang menyelenggarakan

NAAN, TARIF PAJAK DAN
PERHITUNGAN PAJAK

4 Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
onton dan/atau menikmati Hiburan.

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS HIBURAN TARIF
1 2 3
1 | Tontonan Film/Bioskop; 16 %
2 Pagelaran musik 15 %
3 Pagelaran Kesenian/Tari/Drama; 10 %




1 2 3

4 Kontes Kecantikan; 10 %
5 Kontes Binaraga; 10 %
6 Diskotik; 20 %
7 Karaoke; 15 %
8 Klub Malam 25 %
9 Sirkus/ Akrobat/Sulap; 15 %
10 |Permainan Bola Billiard; 10 %
11 Pacuan Kuda; 15 %
12 |Balap Kendaraan; @ @15 %
13  |Permainan Ketangkasan 20 %
14 | Panti Pijat/Refleksi; Q 15 %
15 |Mandi Uap (Sauna)/Spa; @5 15 %
16  |Pertandingan Olahraga. @ 5%

VAN

9
@sal 7 @
Besarnya Pajak terutapg “dihttung an cara mengalikan dasar
pengenaan sebagaimaf 6 aksud m Pasal 5 dengan tarif
sebagaimana dima Salan Pasal&
@IV

(1) Set ng %} Badan yang menyelenggarakan Hiburan di
i Daerah\wajil) mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah.

tuk ety peroleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

% yelenggata Hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis

kepa 4 Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
3) 1zj enyelenggaraan Hiburan berlaku selama kegiatan Hiburan
b sung.

(4) Izin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari
Kepala Daerah.

(5) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan
Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Daerah.
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Pasal 9

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin
dan/atau menghentikan penyelenggaraan Hiburan yang sedang
berlangsung apabila :

a. Penyelenggara Hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah inj;
b. Penyelenggara Hiburan tidak dan/atau k g membayar Pajak
Terutang;

c. penyelenggaraan Hiburan tanpa izin tert pala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk;
d. penyelenggaraan Hiburan tidak sesuai zin ya luarkan.

\\/ 7
(1) Penyelenggaraan Hiburan tert@us mer@akan tanda masuk.
(2) Bentuk dan persyaratan t masuk un, yelenggaraan hiburan
tertentu sebagaimana dj pada% ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

(1) Kepala Daernang r@ apkan penggolongan Bioskop dan

HTM untu ng-masi rfgan Bioskop atas usul penyelenggara
Bioskop.

(2) Persy

d tv R Jan tata
QDd : imal’la O "
Da &
@ @ Pasal 12

g? @mbaya enyelenggaraan Hiburan dilaksanakan sebelum Hiburan

dksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

b {s€lenggarakan pada Kas Daerah melalui Bendahara
da Dinas.

(2) an pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilak

an apabila izin penyelenggaraan Hiburan telah dikeluarkan
oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

,F
«:?a
s

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Pajak Terutang dipungut di wilayah Daerah.
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BAB VI
MASA PAJAK, PAJAK TERUTANG, DAN SPTPD
Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan olgqy Kepala Daerah.

Q saat @knggaraam
C ; <

Pasal 15

Pajak Terutang dalam Masa Pajak terj Q
Hiburan berlangsung.

(1) Setiap Wajib Pajak wajib meng
(2) SPTPD sebagaimana di Q pad ), harus diisi dengan jelas,
benar, dan lengkapSe ditan ani oleh Wajib Pajak atau

kuasanya.
<

(3) SPTPD seba
kepada Kep
berakhirnya

imaksu da ayat (1), harus disampaikan

palimbat 15 (lima belas) hari setelah

(4) Bentuk, Agi, tata A pengisian SPTPD ditetapkan dengan
Kepu’@?ala Dae?
% i& BAB VII
@ PENETAPAN PAJAK
& Q Pasal 17
Berd SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
K Daérah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.

8
(2) Kepate’Daerah dan/atau pejabat lain yang ditunjuk berhak melakukan
pengawasan terhadap pembukuan dan data lainnya milik Wajib Pajak
yang berkaitan dengan ketetapan Pajak.

(3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB, dalam hal :

1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
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2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam

jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis;

3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak
Terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, dengan ketentuan apabila ditemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah Pajak Terutang;

c. SKPDN, dengan ketentuan apabila jinils k Terutang sama
ajak t' utang dan

besarnya dengan jumlah kredit Paja,
tidak ada kredit Pajak.

AN DAN
sal 18 @
(1) Pembayaran Pajak dj di ah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kep rah sesuai Wwaktu yang ditentukan dalam

SPTPD, SKPD, PDKBY, atau STPD.

(2) Apabila pe ‘ ajak di an di tempat lain yang ditunjuk,
hasil peneripaqainPafak har torkan ke Kas Daerah paling lambat
1 x 24 ja dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala
Daerah

o

(3) Pe b@ajak s ymana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
% engan nakan SSPD.
@ @ Pasal 19
@mbay ajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
rah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak

Kepa Q 3
untkQmengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah

uhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum
atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk menunda pembayaran Pajak sampai dengan batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dari jumlah Pajak
yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan ......



-12 -

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimgksud dalam Pasal 19,
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat\dalam buku penerimaan
Pajak.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda b mbay dan buku
penerimaan Pajak sebagaimana dimak da aya, ditetapkan
oleh Kepala Daerah. @ o

&

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apal@

a.
b.
C. ? '
%sal 22
(1) Surat t >Surat p an, atau surat lain yang sejenis sebagai
awal albad pelak penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
54% mpo p aran.
) jangkd (wakgti 7 (tujuh) hari setelah surat teguran, surat
Jatan, at at lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi

Qregl, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis
a dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah

Pasal 23

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat
peringatan, atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus
dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat paksa
segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran, surat
peringatan, atau surat lain yang sejenis diterima.

Pasal 24 .......
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Pasal 24

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
jam setelah pemberitahuan surat paksa, Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyegelan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Apabila setelah lewat 10 (sepuluh) hé Y pela perintah

melaksanakan penyegelan sebagaimang Qaksud dalaph Pasal 24,
Wajib Pajak belum juga melunasi u ’ jakriyg~Kepdia Daerah atau
pejabat yang ditunjuk men intaaetapan tanggal

pelelangan kepada Kantor Lelgng Negara.

(2) Apabila setelah lewat 10 (sepu ari dar ksanaan penyegelan
dan Wajib Pajak belum juga melunasi uta aknya, Kepala Daerah

5S¢ yang telah diterbitkan
wkan kewajibannya untuk

FU
Q
(@)

kan jam, tanggal, hari, bulan, tahun,
%A Sita memberitahukan dengan segera

DAN PEMBEBASAN PAJAK

@?\/ BAB IX
@ PENGURANGAN, KERINGANAN,
Pasal 28
(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dan
pertimbangan dari Dinas dapat memberikan pengurangan,

keringanan, dan pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kar
permohonan Wajib Pajak dapat mem
SKPDKBT, atau STPD yang dalam penefbita
tulis, kesalahan hitung, dan/atau / @
peraturan perundang-undangan perpgjakaq ds

jabatannya atau atas
SKPD, SKPDKB,
erdapat kesalahan

an u penerapan

<

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang~djtyn %nya dapat:

a. membatalkan atau men ketetapan Pajak yang tidak
benar;

b. mengurangkan atau apus @i administrasi berupa
bunga, denda, dan ikdn Paja utang menurut peraturan
perundang-undarngamypexpajak erah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karehﬂafan p Pajak atau bukan karena
kesalahanny@

3) Permohonan suhpngan ketetapan dan penghapusan
atau penguranagamnsanksi ads rasi atas SKI’D, SKPDKB, SKPDKBT,
dan STPD ymana Qi (1), harus disampaikan
secara teptuli h Waji kepada Kepala Daerah atau pejabat lain

ditwojnk palin at 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
iperifg a ) SKPD, DKB, SKPDKBT, dan STPD dengan
: alasa& elas.
aera@pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan

iteriman rat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
, suda s memberikan keterangan.

=
(>
)
Qﬁ.

I

embetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan
gn atau pengurangan sanksi administrasi dianggap

Rart apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
a 4), Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk tidak
membérikan keputusan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
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SKPD;
SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN.

e an o

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indpnesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas dan diajukan dalam jaggka waktu paling lama
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKP B, SKPDKBT, dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali ay ajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu it dapat c% hi karena
keadaan di luar kekuasannya.

&
Kepala Daerah atau pejabat ya u { dalam Hca waktu palin
3) Kepal h pejabat y dal gk ktu paling

lama 12 (dua belas) bulan sejal( tanggal surat perriohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pad at/(7) diterimna, sudah memberikan
keputusan.

527

apat berupa menerima
enambah besarnya Pajak

3), Kepala Da u peja ang ditunjuk tidak memberikan
P Pej g ]
n kebe@ 1anggap dikabulkan.

(6) Pengajuan/ Kéberagtan sebana dimaksud pada ayat (1), tidak
menund§ ée 1pan me@yr Pajak.
% &@ Pasal 31

(AL “Pajak at)inengajukan permohonan banding hanya kepada
Penyel Sengketa Pajak secara tertulis dalam bahasa

ones@an disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu

keputusan, p

terutang.
(5) Apabila setela walkfty sebagaimana dimaksud pada ayat

sejak diterimanya keputusan keberatan dengan dilampiri
salin rat keputusan keberatan dimaksud.
Pe juary’ banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
& & p y

@ da kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan

Pasal 32

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BABXII ......
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 33
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atai pejabat yang ditunjuk,
secara tertulis dengan sekurang-kurangnyamenyeRutkan :

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak; @
b. Masa Pajak; @ o
c. Besarnya kelebihan pemba Sajale/ %

(2) Kepala Daerah atau pejabgptyang ditunju@m jangka waktu paling
lambat 12 (dua bel@ s erimanya permohonan

n
pengembalian kelebiha ay sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus

ar
r an k an.
aQpkawaktu gaimana dimaksud pada ayat (2),

00Da
Kepala Daeyald) atau) pejaba % g ditunjuk tidak memberikan
keputusan, % mohon ngembalian kelebihan pembayaran

Pajak dikabdIRag dan SK% rus diterbitkan dalam jangka waktu
paling la

pgbayara chdga

d%gkan un& elunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.

d. Alasan yang jelas.

(3) Apabila melewdd}

balian\kelebjhan Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling

lal (dua) butarf sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
rat Perj Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabj ygémbalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewa ﬁ 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala
D7 oy ) atdu pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar
%_(@ua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BABXIII ......
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BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal 35
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib k melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagai maXs da ayat (1),
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran atau S Matap (>
b. ada pengakuan utang Pajak dagi gsung maupun
tidak langsung.

@ Pasal@
(1) Jumlah kekur jak Terptang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud d A 17 aye huruf a angka 1) dan angka 2)
dikenakan sa inistragi\bpyupa denda bunga sebesar 2% (dua
persen) se thitung ~'dat;

dibayar u® e gka w pdling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhit ghat teru@a Pajak.

ajak yang kurang atau terlambat
rangan ' Terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dalam %ﬁ 7 ayat (3) huruf a angka 3) dikenakan sanksi
. 1@ aikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
P

h denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

?? ajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya

ktu 2

jak.
]umlrangan Pajak Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
d ud/ dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dikenakan sanksi

1
a@trasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlalY kekurangan Pajak tersebut.

(4) Kenaikan jumlah Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Apabila kewajiban membayar Pajak Terutang dalam SKPDKB dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan

b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah

ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 37 ......
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Pasal 37

(1) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Eesar 2% (dua persen)

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peratur erah ini, dilaksanakan
oleh Penyidik Pegawai N ipil di [ an Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanaka nyidpara Penyidik Pegawai Negeri
pada ayat (1), berwenang :

Sipil sebagaimana dj

lkan dan meneliti keterangan atau
dak pidana di bidang Pajak Daerah
ebut menjadi lengkap dan jelas;

b. menelity, I a&n Ari dan%@xmpulkan keterangan mengenai orang
pribadi™a badan ' tang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubynga dengan gk pidana perpajakan Daerah tersebut;

C./ R etera n bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

ungan defigan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

4,7memeriksalukupuku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
bfenaan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

mela penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pemb , pencatatan, dan dokumen-dokumen Ilain, serta

Ran penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

»

Qfa bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
yidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. mehyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meningggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j.  menghentikan penyidikan;
k. melakukan .....
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39 %
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya meny ikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tr gkap a lampirkan

keterangan yang tidak benar atau Ja torkan Pajak sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat agha den%@ ana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun da au derfda palin yak 2 (dua) kali
jumlah Pajak Terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak paikan SPTPD atau
gnar i ap atau melampirkan
yetorkan Pajak sehingga

merugikan  keuang RQap tidak mempunyai izin
penyelenggaraan Hj ana dengan pidana kurungan
paling lama 2 o*- an denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah Pajak ya %

N i
Tindak pidans agaima aksud dalam Pasal 39, tidak dituntut

papi jangkawaktli 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya
Khirnya @v’ Pajak

@ Pasal 41

tiap or tau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat
dian jdana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

W‘
S 93,
G%E’E.
o
]
S &
SSD
g -
o =
& &
=~ =~
> o
£ f

EN
c
jmyl
;%7:»

palin K'Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2) T idana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelaiiggaran.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur
dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat
1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43 ......
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Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1998 Nomor 04 Seri A - 2),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

aku, Pn Daerah

of 2/ Lahuf, 1998 tentang
Daera W., at II Sukabumi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai
Kotamadya Daerah Tingkat II Sukab
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota
Tahun 1998 Nomor 04 Seri A - 2),/d{cabufdan dinyata

Pasal 45 @2
Peraturan Daerah ini mulai pa

Agar setiap orang ahuinya, S
Peraturan Daerah 1@ penempatannya dalam Lembaran Daerah.

tidak berlaku.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

@ @ WALIKOTA SUKABUMI,
@ MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 12



L

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK HIBURAN

UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang X r)34 Ta 00 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tah aerah dan
Retribusi Daerah, maka sebagai salah satu upaya judkan gtonomi daerah
yang luas, nyata dan bertanggung jawab, penrbiay dan pen n daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khug yang bersum ari pajak daerah

perlu ditingkatkan sehingga kemandirian dad pempayaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat terwujud. @

Sebagai penjabaran dari Undan ng No 5% Tahun 2000 tersebut,
Pemerintah telah menetapkan Peratu erin dQmyor 65 Tahun 2001 sebagai
pengganti dari Peraturan Pemerintdt NomOr 1
sebagaimana telah diubah dengauran
Sehubungan dengan hal terséhir, Reratliran

berpedoman pada PeraturgnPemé ot 19 Tahun 1997 perlu diubah dan
disesuaikan kembali dengayyera} : g-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup ]ei% z @
Pasal C
j
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Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19 &
Cukup jela

Pasal 20 é
C ie

Pasal
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

%
@@

Pasal 25



Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jela

Pasal 37 é
C 5

Pasal
Cukupyélas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

S @
S

%
@@

Pasal 42



Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
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